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qualitative descriptive approach was employed, focusing on case studies in
Kelurahan Lempake and Kelurahan Pelita. Data were analyzed utilizing
Miles and Huberman’s interactive model, consisting of data reduction, data
display, and conclusion drawing. The results indicate that the application of
Smart RT and SamaGov/Samagov in both urban villages has successfully
enhanced service efficiency, accelerated administrative processes, and
enabled a paperless system. Nonetheless, the implementation continues to

face challenges, such as low digital literacy among the public (particularly
the elderly), limited human resource capacity of village/neighborhood (RT)
officials, centralized archival data management at the city government level,
and the absence of real-time monitoring dashboards at the urban village
level. This study concludes that strong administrative commitment and
adaptive communication patterns serve as the key determining factors for
the success of this digital transformation.

. PENDAHULUAN

Konsep Smart Village secara global berkembang sebagai pendekatan strategis untuk
menjawab berbagai tantangan khas wilayah perdesaan, seperti keterbatasan akses layanan
publik, kesenjangan ekonomi, dan rendahnya kualitas infrastruktur. Melalui pemanfaatan
teknologi modern, inovasi digital, dan penguatan partisipasi masyarakat, Smart Village
diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, menciptakan peluang kerja
baru, serta mengurangi dampak lingkungan secara berkelanjutan (Bielska et al., 2022). Uni
Eropa, misalnya, secara aktif mempromosikan Smart Village sebagai bagian dari kebijakan
pembangunan pedesaan dengan menekankan integrasi inovasi digital, tata kelola lokal yang
adaptif, dan keterlibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan publik (Wolski &
Wojcik, 2019).

Di Indonesia, inisiatif Smart Village sejalan dengan agenda pembangunan nasional,
khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan (Susilowati et al., 2024). Dengan
jumlah lebih dari 74.000 desa, Indonesia memiliki karakteristik wilayah perdesaan yang
sangat beragam, sehingga implementasi Smart Village menjadi kompleks dan menuntut
pendekatan kebijakan publik yang kontekstual (Agustiono, 2022). Pemerintah Indonesia
juga mendorong pengembangan desa digital sebagai bagian dari percepatan pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam peningkatan kualitas
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pelayanan publik, penguatan ekonomi desa, dan tata kelola pemerintahan desa berbasis
teknologi (Tosida et al., 2022; Tosida & Herdiyeni, 2021). Berbagai penelitian menunjukkan
bahwa keberhasilan Smart Village di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketersediaan
infrastruktur TIK, kepemimpinan pemerintah desa, serta tingkat partisipasi masyarakat
dalam implementasi kebijakan (Susilowati et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, khususnya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
implementasi Smart Village memiliki relevansi yang tinggi mengingat masih terdapat
kesenjangan pelayanan publik dan akses teknologi di beberapa wilayah. Pengalaman global
dan regional menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa cerdas dapat dicapai
melalui penguatan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang melibatkan
pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang solusi yang sesuai
dengan kebutuhan lokal (Ar et al., 2021; Wolski & Wdéjcik, 2019).

Selain itu, pengembangan platform digital menjadi strategi penting untuk
meningkatkan efisiensi proses administrasi, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan
mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).
Pemanfaatan platform digital juga berpotensi meningkatkan ketahanan wilayah perdesaan
dan mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan desa menuju pelayanan yang lebih
efektif dan responsif (Martinez-Gil et al., 2022; Pratama, 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji implementasi Smart Village dari aspek
teknologi dan tata kelola, kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi Smart
Village dari perspektif administrasi publik pada tingkat kelurahan di Kota Samarinda masih
terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek digitalisasi dan infrastruktur
teknologi, sementara kajian mengenai interaksi antara komunikasi kebijakan, sumber daya,
disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam implementasi Smart Village masih belum
banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
Smart Village di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menggunakan perspektif administrasi
publik melalui kerangka implementasi kebijakan George C. Edward Il

Dengan memperhatikan berbagai dimensi tersebut, implementasi Smart Village di
Kota Samarinda memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan
infrastruktur digital yang memadai, pengembangan tata kelola kolaboratif, serta integrasi
prinsip keberlanjutan dalam setiap program yang dilaksanakan. Upaya tersebut diharapkan
mampu mewujudkan desa yang tangguh, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta
mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan.

. LITERATURE REVIEW
A. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari proses pelaksanaan
kebij akan pemerintah serta pengelolaan program publik oleh aparatur negara. Administrasi
publik memiliki tujuan utama untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, serta responsivitas
pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat (Adkins, 2018; Farrell, 2006).

Selain itu, administrasi publik juga menekankan pentingnya penerapan prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik
dalam proses pengambilan keputusan. Administrasi publik mengintegrasikan pendekatan
manajerial, politik, dan hukum dalam mengelola organisasi publik yang kompleks (Bohne,
2010; De Leon, 2019).

B. Konsep Smart Village

Definisi smart village dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang para ahli yang
berbeda-beda. Secara bahasa, kata smart village jika di terjemahkan kedalam Bahasa
Indonesia memiliki arti “desa cerdas” atau “desa pintar”. Desa cerdas didefinisikan sebagai
daerah dan masyarakat pedesaan yang dibangun di atas kekuatan dan aset mereka sendiri
serta pada saat yang sama memiliki usaha untuk mengembangkan peluang baru dimana
jaringan baik tradisional maupun pelayanan yang ditingkatkan melalui teknologi digital,

Afriani, et.al Implementasi Smart Village, hal 74-82 75




Collegium Studiosum Journal Vol. IX, No. 1, Juni 2026
e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

telekomunikasi, inovasi, dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik (European Network
for Rural Development, 2018)

Smart Village bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan melalui
pemanfaatan teknologi digital dan inovasi pembangunan. Smart Village berupaya mengatasi
berbagai permasalahan desa, seperti kemiskinan, keterbatasan akses teknologi, serta
rendahnya kualitas pendidikan melalui integrasi teknologi modern seperti Internet of Things
(IoT), kecerdasan buatan, dan sistem digital lainnya(Aziiza & Susanto, 2020; Degada et al.,
2021).

Pengembangan Smart Village mencakup berbagai dimensi, seperti tata kelola
pemerintahan, pemanfaatan teknologi, pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, kualitas
kehidupan masyarakat, serta pengembangan sektor pariwisata desa. Konsep ini juga
mendukung pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi pengelolaan sumber
daya, penguatan kewirausahaan lokal, serta peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat
desa (Solga et al., 2026).

C. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward Ill, 1980:1), implementasi
kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau
tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi
tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya
persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan
dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu
untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus
dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Menurut teori George
C. Edward Il dalam (Agustino, 2006) menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam
implementasi yaitu: komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi
(Edward 11l, 1980) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling
berinteraksi satu sama lainnya.

Dalam implementasi Smart Village, faktor-faktor tersebut menjadi sangat penting
karena transformasi digital desa membutuhkan kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas
aparatur desa, serta dukungan partisipasi masyarakat.

D. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa merupakan elemen penting dalam meningkatkan
kesejahteraan dan pembangunan masyarakat perdesaan. Tata kelola yang efektif
menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan
dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam
menciptakan pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
(Sulaiman, 2024).

Peran kepala desa memiliki posisi strategis dalam memastikan penerapan prinsip
tata kelola yang baik. Namun demikian, implementasi tata kelola desa masih menghadapi
berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kompetensi
aparatur desa. Selain itu, kapasitas politik pemerintahan desa semakin diperkuat melalui
kebijakan desentralisasi dan pemberlakuan regulasi yang memberikan kewenangan serta
sumber daya yang lebih besar kepada pemerintah desa guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi (Susan & Budirahayu, 2017).
E. Konsep Digitalisasi Pelayanan Publik di Desa

Digitalisasi pelayanan publik desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
melalui pemanfaatan teknologi digital. Transformasi digital dalam pemerintahan desa
terbukti mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik, bahkan
pada wilayah perdesaan dengan keterbatasan sumber daya (Kaynanda & Zarlis, 2024).

Namun, implementasi digitalisasi pelayanan publik di desa masih menghadapi
berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi
digital aparatur desa, serta hambatan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung
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transformasi digital. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi membutuhkan pendekatan
komprehensif yang meliputi penguatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi sumber
daya manusia, serta inovasi dalam kepemimpinan pemerintahan desa (Faozanudin et al.,
2023, 2025).

lll. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis
fenomena implementasi kebijakan Smart Village di Kota Samarinda Kalimantan Timur.
Pendekatan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan
menafsirkan secara mendalam realitas empiris pelaksanaan kebijakan Smart Village
sebagaimana terjadi di lapangan, berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat dalam
proses implementasi kebijakan tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya
mengungkap dinamika kebijakan publik secara kontekstual dengan memperhatikan aspek
sosial, administratif, dan kelembagaan di tingkat lokal.

Untuk mendukung analisis implementasi penelitian ini menggunakan analisis teori
George C. Edward Ill. Teori ini dipilih karena relevan dalam menganalisis keberhasilan
maupun hambatan implementasi kebijakan publik. Menurut Edward Ill, implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi
(sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan sebagai
kerangka analisis untuk menilai bagaimana kebijakan Smart Village dikomunikasikan
kepada para pelaksana dan masyarakat, sejauh mana ketersediaan sumber daya
mendukung implementasi, bagaimana sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, serta
bagaimana struktur birokrasi memengaruhi jalannya kebijakan di tingkat desa dan daerah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis interaktif
yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini dipilih karena memungkinkan
peneliti melakukan analisis data secara sistematis dan berkelanjutan sejak proses
pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan melalui tiga alur
kegiatan yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data
sesuai dengan tujuan penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks
untuk memudahkan pemahaman hubungan antarvariabel, sedangkan penarikan kesimpulan
dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian berdasarkan kerangka teori
implementasi kebijakan yang digunakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Smart Village dalam penelitian ini dianalisis melalui penerapan
digitalisasi pelayanan publik di Kelurahan Lempake dan Kelurahan Pelita, Kota Samarinda.
Kedua kelurahan telah mengimplementasikan aplikasi Smart RT dan SamaGov/Samagov
sebagai instrumen pelayanan publik berbasis digital. Meskipun sama-sama menerapkan
sistem pelayanan digital, kedua kelurahan menunjukkan karakteristik implementasi yang
berbeda berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Gambar 1. Dokumentasi wawancara mengenai penerapan Smaﬁr Village di Kelurahan Lempake
(Sumber: Dokumentasi Penelitian)
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Gambar 2. Dkuentasi wawancara penelitian Staf Ahli 1T di

Dokumentasi Penelitian)

A. Komunikasi

Aspek komunikasi menunjukkan bahwa Kelurahan Lempake dan Kelurahan Pelita
sama-sama melakukan upaya sosialisasi digital kepada masyarakat dan pengurus RT. Di
Kelurahan Lempake, sosialisasi dilakukan secara langsung melalui pendampingan kepada
RT dan masyarakat serta melibatkan kolaborasi dengan mahasiswa dan unsur masyarakat
lainnya. Pemerintah kelurahan juga mendorong RT untuk mensosialisasikan penggunaan
Smart RT kepada warga, meskipun masih ditemukan warga yang lebih memilih datang
langsung ke kantor kelurahan dibandingkan menggunakan aplikasi digital. Hal ini
menunjukkan bahwa perubahan pola pelayanan dari sistem manual menuju digital masih
memerlukan proses adaptasi yang berkelanjutan.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber di Kelurahan Lempake:

"Warga itu masih banyak datang ke kita. Padahal tidak perlu datang ke kelurahan,

cukup membuka aplikasi SamaGov dan pelayanan sudah bisa dilakukan secara

online."

Selain itu, perubahan aplikasi yang beberapa kali mengalami pembaruan juga
menuntut adanya edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat. Sementara itu, di
Kelurahan Pelita, komunikasi kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang lebih berbasis
media digital. Tim IT Kelurahan Pelita menyediakan video tutorial melalui kanal YouTube
Kelurahan Pelita dan secara berkelanjutan memberikan edukasi kepada RT terkait
pengoperasian aplikasi. Akan tetapi, sosialisasi tatap muka secara besar-besaran belum
dilakukan sehingga kelompok masyarakat yang berusia lanjut masih mengalami kesulitan
dalam memahami penggunaan aplikasi digital.

Ketua Tim IT Kelurahan Pelita menjelaskan:

"Kalau sosialisasi besar-besaran (tatap muka) sebenarnya belum ada, cuma kita

kasih tutorial di YouTube saja biar masyarakat bisa mengenal lebih jauh."”

Sementara itu, Staf Ahli IT Kelurahan Pelita menambahkan:

"Warga sebenarnya tidak perlu datang ke kantor kelurahan. Tinggal login ke

aplikasi Samagov, lalu kami akan menindaklanjutinya. Cuma karena masyarakat

ini mindset-nya masih mindset lama terutama bapak-bapak atau ibu-ibu yang
sudah tua mereka masih merasa lebih nyaman kalau datang langsung ke kantor”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi dalam implementasi
Smart Village dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat dan kesiapan masyarakat
dalam menerima perubahan pelayanan berbasis teknologi.

B. Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, kedua kelurahan memiliki dukungan infrastruktur teknologi
yang relatif memadai, namun masih menghadapi kendala pada kapasitas sumber daya
manusia dan pemerataan akses digital.
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Kelurahan Lempake menunjukkan tingkat pemanfaatan Smart RT yang cukup tinggi.
Seluruh RT telah menggunakan Smart RT untuk menerbitkan surat pengantar secara digital
dalam bentuk PDF sehingga pelayanan administrasi dapat dilakukan tanpa harus bertatap
muka. Menurut narasumber, digitalisasi pelayanan telah membantu pekerjaan perangkat
kelurahan sekitar 80 persen karena proses verifikasi dan pelayanan dapat dilakukan secara
lebih cepat dan fleksibel.

Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber:

"untuk saat ini kami di Lempake mungkin ya hampir 80% sangat membantu ya.

Karena kita juga bisa melakukan di mana saja kan. Artinya kita bisa sambil kerja

yang lain. Kita lebih bisa mengefektivitaskan kemampuan kami, SDM kami. Artinya

kita bisa kerja itu tidak fokus (hanya pada satu hal). Kalau dulu ya, sebelum ada
pelayanan ini, kita dari jam sekian-sekian kan tidak bisa kerja yang lain karena kita
fokus pelayanan. Kalau ini kan tidak. Kita bisa. Memang ada beberapa hal yang
memang sifatnya urgen, tapi tidak separah yang dulu. Kalau memang itu sifatnya
pelayanan yang umum-umum Ssaja, tidak masalah. ltu sangat membantu Dek.

Artinya kita bisa menjalankan pekerjaan itu 2-3 pekerjaan bisa kita jadikan satu. Di

sisi lain, RT pun juga tidak bermasalah. Kenapa? Mereka lebih tenang kan, bisa di

mana Saja selama ya itu tadi, ada internetnya mereka. Mungkin lebih tepatnya

banyak warga untuk lebih bersosialisasi, berkomunikasi dengan Pak RT, dengan
beberapa instansi, pelayanan, orang kantor di tingkat kelurahan."

Akan tetapi, kendala masih ditemukan pada kelompok lansia, warga yang tidak
memiliki telepon genggam, serta permasalahan jaringan internet dan akses akun. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, kelurahan menyediakan tablet bantuan dan memberikan
pendampingan secara langsung kepada masyarakat yang mengalami kesulitan
menggunakan aplikasi.

Sementara itu, Kelurahan Pelita memiliki kondisi infrastruktur yang relatif lebih stabil.
Jaringan internet dan Wi-Fi di kelurahan tidak mengalami gangguan yang signifikan.

Ketua Tim IT Kelurahan Pelita menyampaikan:

"Kalau kendalanya sih, selama ini jalannya bagus saja. Ibaratnya, kendala fatal itu

tidak ada. Namanya teknologi kan pasti selalu ada tahap pembangunan terus-

menerus, pasti ada minus-nya. Kalau masalah error ringan paling ya di sistem
pendaftaran warganya. Kalau masalah internet atau jaringan kelurahan,
alhamdulillah stabil, tidak ada gangguan.”

Pemanfaatan aplikasi Samagov dalam pelayanan masyarakat dinilai telah mencapai
100 persen, sedangkan digitalisasi kearsipan pemerintahan masih berada pada kisaran 60
persen karena keterbatasan akses data yang masih terpusat di pemerintah kota.

Menurut narasumber:

"Kalau pendukungnya sih, karena sementara ini aplikasinya masih dalam tahap

pembangunan dan pembuatan, untuk pelayanan masyarakat saya rasa sudah

100%. Tapi kalau untuk digitalisasi kearsipan dari sisi pemerintahan, kayaknya

masih 60% deh. Soalnya dari aplikasi itu kita belum bisa menarik datanya. Jadi

datanya itu cuma yang bersangkutan saja (pusat/admin kota) yang pegang. Kita di

kelurahan cuma sebatas verifikasi cek data saja. Jadi kearsipannya kami ya masih

60% lah harusnya."

Selain itu, penggunaan Smart RT di tingkat RT telah mencapai sekitar 90 persen,
dengan kendala utama berasal dari beberapa ketua RT yang berusia lanjut dan belum
sepenuhnya menguasai teknologi digital.

Staf Ahli IT menjelaskan:
"Di sini RT-nya sudah 90% jalan aplikasinya. Mungkin kalau di tempat lain ada RT
yang belum jalan, kendalanya bisa di sumber daya RT-nya sendiri yang tidak
melek teknologi. Kami di sini selalu melakukan edukasi terus-menerus. Nilai
positifnya, RT yang muda-muda kan banyak yang kerja. Kalau harus bawa berkas
fisik tanda tangan ke kantor kelurahan kan repot. Pakai aplikasi ini, lagi kerja pun
tetap bisa urus administrasi.”
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C. Disposisi

Dari aspek disposisi, kedua kelurahan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap
implementasi Smart Village. Di Kelurahan Lempake, aparatur kelurahan menilai bahwa
keberhasilan digitalisasi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan
komitmen seluruh pelaksana kebijakan. Pemerintah kelurahan menerapkan pendekatan
yang cukup tegas kepada pengurus RT agar beradaptasi dengan sistem digital dan tidak
lagi memberikan pelayanan secara manual tanpa alasan yang jelas.

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:
"Tidak ada yang salah dengan aplikasi di mana Kelurahan lain itu semua sama,
tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya oknum-oknumnya Saja gimana
menyikapi ini. Memang namanya manusia satu rumah saja kepalanya udah beda-
beda apalagi warga. Tapi ya gimana caranya kita memang namanya kita pelayan
masyarakat, ya mau tidak mau kita harus hadapin itu. Tapi seperti ini, kami jadi
seperti ini pun juga tidak langsung. Ada proses yang kita jalanin. Tapi kita bisa,
harusnya yang lain juga bisa.”

Narasumber lainnya juga menyampaikan:

"Kalau tidak kita tekan dan tidak kita paksakan untuk belajar, maka perubahan ini

tidak akan berjalan."

Komitmen tersebut menjadikan Kelurahan Lempake sebagai salah satu kelurahan
dengan tingkat implementasi digital yang cukup tinggi di Kota Samarinda.

Di Kelurahan Pelita, komitmen pelaksana juga terlihat melalui upaya edukasi
berkelanjutan kepada masyarakat dan RT. Tim IT dan aparatur kelurahan menunjukkan
sikap adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berupaya membimbing masyarakat,
khususnya kelompok usia lanjut, agar mampu menggunakan layanan digital.

Sebagaimana disampaikan oleh Staf Ahli IT Kelurahan Pelita:

"Kita dari ahli teknologi masih berusaha mengajari orang tua agar bisa mengikuti

zaman."

Selain itu, implementasi Smart RT dinilai memberikan manfaat nyata karena
memudahkan pengurus RT yang masih aktif bekerja untuk tetap memberikan pelayanan
administrasi kepada masyarakat melalui telepon genggam tanpa harus datang langsung ke
kantor kelurahan.

D. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Dari aspek struktur birokrasi, kedua kelurahan telah membangun sistem pelayanan
yang terintegrasi antara Smart RT dan SamaGov/Samagov. Di Kelurahan Lempake,
digitalisasi pelayanan telah mengurangi ketergantungan terhadap surat pengantar manual
dan memungkinkan proses verifikasi dilakukan dari berbagai lokasi.

Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber:

"Pelayanan ini memang bisa dilakukan di mana saja, tetapi kami tetap melakukan

koordinasi dengan bagian-bagian yang terkait agar pelayanan tetap sesuai

prosedur.”

Meskipun demikian, beberapa jenis pelayanan yang bersifat prinsip, terutama
pelayanan pertanahan, masih memerlukan koordinasi antarbagian dan verifikasi secara
langsung untuk menjamin keabsahan produk administrasi yang dihasilkan. Selain itu,
kelurahan juga menunjukkan pola kerja kolaboratif dengan mahasiswa, RT, LPM, Babinsa,
Bhabinkamtibmas, dan unsur masyarakat lainnya dalam memperkuat inovasi pelayanan
publik.

Di Kelurahan Pelita, Smart RT berfungsi sebagai pintu masuk pelayanan administrasi
masyarakat yang selanjutnya terintegrasi dengan Samagov di tingkat kelurahan. Sistem ini
memungkinkan pelayanan dilakukan secara paperless dan lebih efisien.

Staf Ahli IT Kelurahan Pelita menjelaskan:

“Dari warga, untuk mengakses ke Samagov itu perlu pengantar dari RT. Nah, dari

aplikasi warga, tinggal kirim pengantarnya ke Smart RT itu. Sudah benar-benar
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paperless sebenarnya. Berarti dua aplikasi ini (Samagov dan Smart RT) saling

berkaitan menjadi satu.”

Akan tetapi, pemerintah kelurahan masih menghadapi kendala berupa belum
tersedianya dashboard administrasi di tingkat kelurahan sehingga pemantauan proses
pelayanan secara real-time belum dapat dilakukan secara optimal.

Ketua Tim IT menyampaikan:

"Kami berharap bisa membuat dashboard admin sendiri di kelurahan supaya dapat

memantau petjalanan pelayanan secara langsung."

V. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, berdasarkna dari hasil penelitian mengenai implementasi Smart
Village di Kelurahan Lempake dan Kelurahan Pelita menunjukkan bahwa digitalisasi
pelayanan publik telah mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi penggunaan
dokumen fisik (paperless), mempercepat proses administrasi, dan mempermudah akses
masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Meskipun demikian, keberhasilan
implementasi masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat, kapasitas sumber
daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi, dan integrasi sistem informasi antarlevel
pemerintahan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa komitmen aparatur dan pola
komunikasi yang adaptif menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi Smart
Village di kedua kelurahan tersebut.
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